
a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara 
Timur Nomor 111 Tahun 2023 dan Perubahannya 
telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai 
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

b. bahwa substansi dari Peraturan Gubernur Nusa 
Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 dan 
Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a 
perlu disesuaikan dengan regulasi terkait tata cara 
persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap 
pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan 
terdapat perubahan besaran dasar Tambahan 
Penghasilan Pegawai sehingga Peraturan Gubernur 
dimaksud perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara 
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 
Timur; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
NOMOR g5 TAHUN 2024 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Batasan Pengertian dan Definisi 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah 

di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur. 
7. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan 

pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan energi dan sumber daya 
mineral yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja 
tertentu. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD. 

9. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang 
selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah 
tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pembinaan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, pengawasan 
produk hukum dan bantuan hukum. 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA 
TENGGARA TIMUR. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6810); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 
Tahun 2022 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 
Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 


























































































































